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Kepada Ytr1, 
1. Ketua/Kepala Pengadilan 

Tingkat 3anding; 
2. Ketua/ Kepala Pengadilan 

Tingkat Pertama; 
di-

Seluru:1 Indonesia 

SURAT EDARAN 
Nomor 1 Tahun 2022 

TENTANG 

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR 

MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN 

TUGAS BAGI PENGADILAN 

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertl.:juan 

untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. 

Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujujkan 

tuju::1.n tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di 

Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Ra.pat Pleno Kamar. 

Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 

15 No-.rember 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk 

oembahas permasalahan teknis yudisial dan non -teknis yudisial yang 

oengemuka pada masing -masing kamar. Pleno kamar tersebut telah 

oelahirkan rumusan sebagai berikut. 

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana. 

'.2. Rumusan Pleno Kamar Perdata. 

: . . Rumusan Pleno Kamar Agama. 

4. Rumusan Pleno Kamar Militer. 

5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara. 

6 . Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan. 
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Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, 

d.isampaikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2022, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam 

penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, 

pengad:.lan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang 

st:bstansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan 

tingkat banding dan pe::1gadilan tingkat pertama. 

2 . Rumusan hasil p leno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 

yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi 

bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2022, 

rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku. 

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana 

mestinya . 

AGUNG 

Temb·..1san. 
1. Para Wakil :<:etua Mahkamah Agung RI; 
2 . Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI; 
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI; 
4. Para Hakim Ad Hoc pac.a Mahkamah Agung RI; 
:::>. Para Pejabat Ese lon I di lingkungan Mahkamah Agung RI. 
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RUMUSAN HUKUM 

RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG 

TAHUN 2022 

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, 

Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara 

:lar. Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 

13 Kovember 2022 sampai dengan 15 November 2022 di Hotel 

Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai 

ber :kut. 

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA 

1. Maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan perkara 

pidana khusus 

a Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 

tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, 

capat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara 

yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara 

terse but. 

b. Maksimum pidana penJara dalam perkara tindak pidana 

khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana 

Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan tindak pidana 

lainnya yang ancaman maksimum pidananya 20 tahun, 

2..pabila ada pemberatan seperti perbarengan (concursus) baik 

yang diajukan secara gabungan (kumulatif) atau tidak 

cigabung atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP, selama 

tidak diatur dalam undang-undang khusus maka 

oaksimum pidananya berlaku ketentuan maksimum 

2..ncaman pidana pokok di tam bah 1 / 3 sesuai Pasal 65 KUHP 

can Pasal 103 KUHP. 

'.2. Dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah 

dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat 

dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti 
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tanpa subsider penJara, tidak bertentangan dengan Pasal 67 

KUHP. 

Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih 

dahu lu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan 

ketentua n Pasal 39 KUHAP. 

4. Hasi l lelang barang bukti dari eksplo itasi sumber c:aya a lam 

dalam tindak pidana lingkungan hidup yang statusnya dirampas 

untuk negara, dalam amar putusan Hakim statusnya harus 

ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemer intah pusat 

atau pemerintah daerah sesuai dengan kewe n angan per lindungan 

dan penge lolaan sumber daya a lam yang dieksploitasi. 

Hasil lelang harus digunakan untuk pemulihan dan ke lestarian 

lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana terse but. 

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA 

1. Perdata Umum 

a. Posita gugatan yang mengura ikan hubungan hukum 

perjanj ian antara penggugat dan tergugat tetapi pet itum 

gugatan meminta tergugat dinyatakan me lakukan perbuatan 

melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur. 

b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan 

memuat petitum pembayaran ganti rugi immaterii l dan/ atau 

tuntutan atas keuntungan yang d iharapkan, majelis hakim 

harus menolak petitum tersebut. 

c. Terhadap permohonan banding atas putusan pengadilan 

tingkat pertama yang menyatakan tidak berwenang 

memeriksa dan mengadili gugatan, atas pe:-mohonan 

tersebut apabila pengadilan tingkat banding berpendapat 

bahwa pengadilan tingkat pertama berwenang, maka 

pengad ilan tingkat banding memutus dengan putusa:i sela 

yang amar putusannya sebagai berikut: 
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1.a. Menyatakan Pengadilan Negeri ... berwenang memeriksa 

dan memutus perkara tersebut (secara relatif); atau, 

b. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa 

dan memutus perkara tersebut (secara absolut). 

2. Memerintahkan Pengadilan Negeri ... untuk melakukan 

pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya 

dikirim ke Pengadilan Tinggi ... untuk diberikan 

putusan akhir . 

:. . Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga 

putusan akhir. 

'.2. Perdata Khusus 

a Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

1) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri 

yang membidangi urusan pemerintahan di bidang 

perkoperasian. 

'.2) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) yang izinnya dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK. 

3) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) yang diajukan oleh kreditor yang rencana 

perdamaiannya ditolak oleh kreditor, dapat diajukan 

upaya hukum kasasi dan apabila upaya hukum kasasi 

dikabulkan maka amarnya membata lkan putusan 

pengadilan mag a pad a Pengadilan N egeri dan 

menyatakan debitor tidak dalam keadaan pai lit. 

4) Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Sementara (PKPU S) ataupun PKPU Tetap tidak dapat 

diajukan upaya hukum kasasi. 
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b. Perselisihan Hubungan Industrial 

Pekerja/buruh yang diangkat menjadi Direksi dalam 

perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) maka secara huku:n hubungan kerjanya telah 

berakhir terhitung sejak diangkat menjadi Direksi, dan 

pekerja/buruh tersebut berhak memperoleh uang 

kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan 

perundang -undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa 

kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah 

terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi 

perusahaan. 

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA 

1. Hukum Perkawinan 

a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi 

2.nak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti 

satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut 

dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan 

setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah 

menikah. 

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan 

memenuhi prinsip mempersukar percerai2.n maka: 

1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak 

melaksanakan kewajiban nafkah lah :.r dan/atau batin, 

hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak 

melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua 

belas) bulan; atau 

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika 

terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus 

menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 

minimal 6 (enam) bulan. 
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H ukum Kewarisc.n 

a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) 

dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang 

dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam 

register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan 

pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus 

untuk Aceh. 

b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil 

Zakat Nasicnal (Baznas) atau Baitul Mal yang di:etapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat 

mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola 

harta warisan untuk kepentingan sosial. 

Hukum Ekonomi Syariah 

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh 

KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan 

agama/ ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan dapat 

melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama . 

4 . Hukum Jinayat 

c:: ...... 

a. Setiap orang yang telah bertindak sebagai pendamping Anak 

Karban di depan sidang pengadilan, tidak bole:i lagi 

bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut. 

b . Terdakwa yang terbukti melakukan Jan.mah dengan 

ancaman uqubat hudud, maka uqubat tersebut tidak dapat 

diubah dengan hukuman ta'zir, kecuali hukuman ta'zir 

se bagai hukuman tambahan. 

H ukum Formil dan Hisab Rukyat 

a. Pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang 

pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut

turut pada persidangan berikutnya, maka 

permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. 
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b. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jikaanak tidak 

bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap 

non-executable, sedangkan jika anak t idak ditemu~an, maka 

dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga 

ditemukan maka eksekusi dianggap non-executable. 

c. Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor 

Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat 

diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara 

permohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim 

tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang 

saks i dengan amar sebagai berikut: 

Menerima permohonan Pemohon; 

Menyatakan hilal terlihat oleh .... (atau tidak ter lih at). 

D . RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER 

1. Doktrin Militer "Tentang Kewajiban Prajurit Bawahan 

Melaksanakan Perintah Atasan". 

a. Prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah 

atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah 

c.inas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM 

c:engan ketentuan perintah tersebut: 

1) disampaikan oleh atasan yang berwenang; 

'.2) dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah 

dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas; 

dan 

2) tidak bertentangan dengan hukum; 

b. Prajurit bawahan yang menolak, tidak menaati, melampaui 

perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, 

tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. 

c. Majelis Hakim dalam mengad ili tindak pidana yang 

dilakukan bawahan karena melaksanakan perinta h atasan, 

t.arus mempertimbangkan hal sebaga i berikut : 
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1) situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada 

saat menerima perintah atasan; 

2) intelektualitas prajurit bawahan pada saat menenma 

perintah atasan; dan 

3) perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pemberi 

perintah dengan prajurit bawahan penerima peri:ltah. 

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Karnar Militer 

Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016) 

2. Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional 

Indon esia Nomor 50 Tahun 2014 ten tang Tata Cara Perkawinan, 

Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit 

a. Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan 

gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu 

mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara 

Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, tidak diterapkan 

Pasal 103 ayat (1) KUHPM. 

b. Perbuatan prajurit tersebut bukan tindak pidana :nelainkan 

sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam 

Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasiona l Indone sia 

Nomor 50 Tahun 2014. 

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer 

Tahun 2018 SEMA Nomor 3 Tahun 2018) 

Prajurit Meninggalkan Pos Penjagaan 

a. "Pos penjagaan" dalam rumusan Pasal 118 ayat (1) KUHPM 

dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan 

pelaksanaan tugas operas1 militer, pengamanan personil 

kesatuan, pengamanan material kesatuan, a tau 

pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hul:::ungannya 

dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Ah:tsista) 

TNI. 



-10-

b. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjag~an yang 

tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas 

tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 ayat (1) KUH?M. 

4. Penyalahgunaan Kekuasaan/Kewenangan/Jabatan 

c:: , .. : . 

a. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan/jabatan yang ada 

padanya ole h atasan atau pejabat sebagaimana diatur dalam 

Pasal 126 KUH PM, diterapkan kepada 

atasan/ pejabat/ komandan yang melakukan tugas 

jabatannya, bertentangan dengan: 

1) tugas pokok jabatannya dalam upaya pe:ncinaan 

prajurit dan kesatuan; dan/ a tau 

2) tugas limpahan dari satuan atas yang harus dilakukan 

sesuai tugas dan kewenangannya. 

b. Penyalahgunaan kekuasaan/jabatan oleh atasan atau 

pejabat yang tidak terkait dengan hal tersebut di atas, tidak 

diterapkan Pasal 126 KUHPM. 

Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan atas Dakwaan 

Kumulatif 

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat 

pertama/ judex Jacti dalam dakwaan kumulatif yang amarnya 

menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dalam 

salah satu dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan 

lainnya atau melepaskan Terdakwa da;:-i tuntut~n huku:n, rr:elalui 

upaya hukum banding (bukan upaya hukum kasasi). 

'.Revisi terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 

SEMA Nomor 4 Tahun 2016). 

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA 

1. Subjek Hukum Tergugat dalam Sengketa Perizinan dengan 

Penerapan Online Single Submission (OSS) 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

:entang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 
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kewenangan penerb itan perizinan berusaha tidak se lalu berada 

pada Lembaga OSS/Kepala BKPM, tetapi harus sesuai peraturan 

dasar lembaga mana yang diberi kewenar:gan baik secara 

atribus i, delegasi, atau mandat, sehingga untuk menentukan 

Tergugat dalam sengketa tata usaha negara harus dises1:.aikan 

deng"'°n peraturan tersebut. 

2. Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN/Tindakan 

Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah 

Pembakuan Amar Putusan terkait dengan KTUN /Tindakan 

Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak 

berwenang, sebagai berikut. 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

b. Menyatakan tidak sah KTUN /T indaka~ Faktua l objek 

sengketa . 

c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN atau 

memerintahkan Tergugat untuk melakukan/tidak 

me lakukan Tindakan Faktual Objek sengketa. 

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. 

Keputusan atau Tindakan Faktual Olen Direktorat Jende::-al Pajak 

atau Direktorat Jenderal Bea clan Cukai 

Keputusan clan/ atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, 

kepabeanan dan/ atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau 

Direktorat Jenderal Bea clan Cukai merupakan kewenangan 

absolut Pengadi lan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 

Sebagai contoh : penegahan, penyegelan, dan/ atau pemblokiran 

oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea clan 

Cukai . 

4. Perbaikan Putusan Sengketa Pajak 

Keberatan para pihak terhadap substansi pertimbangan Putusan 

Mahkamah Agung dalam sengketa pajak tidak bisa diselesaikan 

dengan mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan 
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putusan/ renvoi tetapi hanya dapat dilakukan dengan oekanisme 

pengajuan upaya hukum luar biasa. 

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN 

l . Regulasi dan Kebijakan Strategis 

a. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

57 /KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X _/2013 

tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

b. Menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang 

Pedoman Teknis Mediasi secara Elektronik di Pengadilan. 

c . Menyelaraskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. Dalam hal revisi Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2020 belum selesai dilakukan, norma 

tentang hukuman disiplin mengacu pada ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sesuai dengan 

asas lex superior derogat legi inferiori, lex postericr derogate 

legi priori , dan lex specialis derogate legi generali. 

d.. Menetapkan Keputusan Ketua Mahkam2.h Agung tentang 

Pedoman Standar Bangunan, Tata Ruang Bangunan Gedung 

Kantor Pengadilan, Rumah Negara, dan Kendaraa:i Dinas di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan d i 

Bawahnya dan melakukan upaya pemenuhan hak rumah 

r:.egara, keamanan dan fasilitas transportasi bagi Hakim 

sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf 

f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 ten tang Hak 

.Keuangan dan Fasilitas Hakim. 
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e. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

:25/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian 

Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua 

Pengadilan Tingkat Banding di Lingkt:ngan Mahkamah 

Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian 

dengan mencabut pendelegasian kewenangan pemberian 

cuti. 

f. Meng int egrasikan dan menyinergikan kegiatan Akreditas i 

Penjaminan Mutu dengan Zona Integritas agar dapat 

berjalan lebih efektif, efisien dan ekonom is. 

g. Melakukan kajian dan rasionalisasi penetapan Jrade dan 

Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. 

h. Merevisi secara men ye luruh Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terkait dengan 

nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan. 

1. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 t2.hun 2016 

tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Pe:-adilan di 

Bawahnya khususnya terkait penghentian pembayaran gaji 

pegawai yang tidak masuk kantor semula 2 (dua) bulan 

menjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut -turut tanpa 

alasan dan merevisi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 8 Tahun 2016 terkait susunan tim pemeriksa yang 

menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama . 

J. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 

ten tang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Wistleblowing 

System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradi lan yang 

Berada di Bawahnya, khususnya Pasal 5 ayat (2), dengan 

mempertegas bahwa pendelegas ian kepada Pengadilan 

Tingkat Pertama tidak termasuk melakukan peme :-iks2.an. 
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k. Mengoptim Elkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang 

mekanisme pemberhentian sementara dan p em berl:enti an 

tetap bagi :-Iakim/ Aparatur Peradilan yang terlibat kasus 

pidan a . 

1. Mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahu::i 2013 

tentang Hak Keuangan dan Fasi litas Hakim Ad Hoc . 

m. Merumuskan aturan turunan Keputusan Ketua Mah~amah 

Agung Nomor 269/KMA/SK/XI I/20 18 tentang Tata Kelola 

Teknolo gi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

n. Mengevaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan -::'ahun 

2010 - 2035. 

o. Melakukan kajian terhadap kepatuhan rumusan ka:::iar di 

Mahkamah Agung. 

2. Reorganisasi 

Merealisasikan perubahan organisasi (reorganisasi) pada 

Mahkamah Agung, antara lain: 

a . Biro Hukum dan Humas 

1) Biro Ht:kum dan Humas 

2) Biro Te~nologi Inform asi 

b. Biro PerencEnaan dan Organisasi 

1) Biro Pe:-encanaan 

2) Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi 

c . Biro Kepegawaian 

1) Biro Sumber Daya Manusia 

2) Unit Pe:iilaian Kompetensi/ Assesment Center 

d. Biro Perl engkapa n menjadi Biro Manajemen Barang Milik 

Negara dan ?engadaan 

e. Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan Pelaporan 

f. Dir ektorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis 

Peradilan Militer 

1) Direkto rat Pembinaan Administrasi Peradilan MiLter 
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2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer 

g. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis 

Peradilan Tata Usaha Negara 

1) Direktorat Pembinaan Administrasi Perac.ilar: Tata 

U saha Negara 

2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata 

U saha Negara 

3. Tipe Kelas Pengadilan 

a. Pembentukan pengadilan baru sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Melakukan kajian pembentukan Pengadilan Militer Tinggi 

Makassar dan Balikpapan, pengadilan kelas IA khusus di 

lingkungan peradilan agama dan melakukan peningkatan 

kelas/tipe pengadilan tingkat pertama dar: tingkat banding. 

4. Sumber Daya Manusia 

a. Mengambil langkah-langkah agar Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri (PPNPN) dapat diangkat sebagai Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP:C)/Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) atau diangkat kembali melalui outsourcing. 

b. Menetapkan status pejabat kepaniteraan pengadilan sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 

dan peraturan pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut 

naskah akademik tentang kedudukan panitera dan panitera 

muda yang disusun tahun 2022. 

c. Mendorong peningkatan kegiatan pelatihan dan UJ1an 

sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintat. yang 

bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengadakan ujian 

pejabat fungsional Pengelola Barang Jasa sebanyak 2 (dua) 

kali dalam setahun dan memberikan dukungan, 

pendampingan, dan bantuan hukum dalam proses 

pelaksanaan pengadaan barang dan j asa. 
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d. Memperpanjang masa jabatan Hakim Ad Hoc PHI yang akan 

habis masa jabatannya tahun 2023 sampai dengan adanya 

hasil seleks: Hakim Ad Hoc PHI berikutnya. 

5. Sarana dan Prasarana 

a. Mengusulk2.n anggaran untuk penggantian mobil 

operasional antar jemput pegawai Mahkamah Agung dan 

kendaraan operasional di pengadilan. 

b. Menyediakan dukungan teknologi informasi unt1.:k layanan 

Informasi Perkara, Rogatory, Laporan Perpanjangan 

Penahanan, Pengaduan dan Survey Kepuasan Layanan, 

kecerdasan buatan/ robotic, live streaming persidangan 

pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali, 

whatsapp business untuk e-Court dan e-BERPADU, hotline 

pengaduan, pengembangan aplikasi pasca pailit, dan deteksi 

dini duplikasi perkara. 

6. Keuangan 

Mengusulkan nomenklatur kasir dan koordinator delegasi 

panggilan/pemberitahuan agar dapat menjadi Analis Pengelola 

Keuangan Perkara kepada Kementerian PAN-RB. 


